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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON
Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Menimbang : ae. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1996 telah -~ Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1996 telah -
dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik - dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik -
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ; Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege be. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kan ri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kan
tor Pengolahan Data Elektronik, maka perlu me tor Pengolahan Data Elektronik, maka perlu me
netapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor - netapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor -
Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah - Pengolahan Data Elekbronik Kotamadya Daerah -
Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah, Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah,
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota 3esar dalam Ling
kungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat -
dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran
legara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan -
Lembaran Negara RI Nomor 551 ) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang-
Pokok=pokok Pemerintahan di Daerah ( Lem
baran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38,Tambg
han Lembaran Negara RI Nomor 3037 ) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang-
Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara
RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3041 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 -
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Ver
tikal di Daerah ;

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 -
tentang Tunjangan Jabatan Struktural jo -
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 ten
tang denjang Kepangkatan Tunjangan Jaba -
tan Struktural ;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan-Pera-
turan Daerah dan Peraturan Daerah Peruba=-
han ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 -
Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemes-
rintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 -

Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan -

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengola -
han Dapa Elektronik Kabupaten/Kotamadya -
Daerah Tingkat II ;

8. Peraturan esvesesn
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9+ Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon lg
mor 9 Talun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sek
retariat Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan Sekre-
tariat Dewan Perwskilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon beserta perubshannya ;

10, Peraturan Daerah lomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentu -
kan Kantor Pengolahan Data Elektronik,.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II =~
Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Kan
tor Pengplahan Data Elekironik Kotamadya Daer-
ah Tingkat II Cirebon.

BiB 1
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini, yang dimaksud dengan :
aes Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingcat II Cirebon ;

be Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Cirebon ;

ce. Walikotamadya Kepala Daerah adalsh Walikotamadya Kepala=
Daerah Tingkat II Cirebon ;

de Kantor adalah Kantor Pengplahan Data Elektronik Kotamad=
ya Daerah Tingkat II Cirebon ;

e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elek=
tronik Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

£+ Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawal Negeri Sipil-
yang diberikan tugas wewenang dan hak secara penuh oleh-

Pejabat eeeesessscesscs
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Pejsbat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesual dengan profesinya dalam rangka mendukung kelanma
ran tugas Pemerintehan di lingcungan Pemerintsh Kotamad
ya Daerah Tingkst II Gizebon

&mmmwwmwm-
bel dan stau gsbungan dapri unsureunsur tersebut yang =
Wthmnmmmm
 informasi ;

mmmaﬂahnataymgtalahéial&ungam
nyal artl dan nilal tertentu ;

1. Pengolahan data adalsh semua keglstan yang meliputi =
pengumpulan, penylspan, pemprosesan, penyimpanan dan -
atan penyajian datae

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS FOKOK DAN FUNGSI
Baglan Pertama
Kedudukan
Pasal 2

(1) Kantor adalah sebagai Unit Pelsksana Pemerintah Daerah~
di bidang pengplshan data dan informssl secara elektro-
sl

(2) Kantor beberapa di bawah dan bertanggung jawsb kepada =
Walikotamadya Kepala Daershe

(3) Kantor dipimpin oleh Kepala Kantore

Bagian Kedua

Tugas FPokok

Pasal 3
mwmmmmmm
informasi manajemen dan pengplshan data secara elektronik -
di lingkungan Pemerintah Dserah berdasarkan kebi jaksanaan -

Baglan . ssescccncccsses
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Baglan Ketiga

PFungsl
Pasal 4

 Untuk melsksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peratu
~rmnawsilhﬁxmrﬁmﬁhmgd 3

as Penyusunan rencana dan program dibidmg pengolshan data
elektronik berdasarikan kebijaksanasn Walikotamadya Kepg
la Daerah sesual dengan Peraturan Puuniang-mdmgm -
yang berlaku 3

bs Pengendalian menganalisis data dan melakukan pengendali-
an data rekaman serta analisis sistem aplikasi ;

¢+ Pembinasn dan bimbingan teknis pelayanan serta pengenda=-

lian komputerisasi pada unit kerja di lingkungan Pemerip
tah Daerah ;

ds Pengkordinasian dan kerjasama teknlk dengan unit kerja «
lain yang mempunyal kaitan dengan pengolahan data elek =
tronik ;

e, Penyelenggaraan wrusan ketatansahaan.

BAB II
ORGANISASI
Baglan Pertama
Unsur Organisasi
Paaal 5

Unsur Organisad. Kantor terdiri atas :

ae Pimpinan adalsh Kepala Kantor ;
be Pembantu Pimpinen adalah Sub Baglan Taba Ussha ;
¢+ Pelaksana adalsh Seksi dan Kelompek Jabatan Fungsional.

Bagian Kediia seesvesses
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Baglan Kedua
Susunsn Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas

&8¢ Kepala Kantor
be Sub Baglan Tata Ussha
€¢ Seksl Data Masukan
de Seksl Pelayanan Data
¢, Kelompok Jsbatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Orgenisasi Kantor sebagaimsna tercantum

dalam lampirsn merupskan bagian yang tidak terpisshkan
dari Persturan Daersh ini.

Baglan Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor mempunyal tugas poliok memimpin mengkoordine.
sikan dan mengendalikan kantor dalam pelsksanasn pembinaan
teknds informasi manajemen dan pelayanan data secara eleke
tronik di lingkungan Pemerintsh Daerah berdasarkan kebijak
sansan Walikotamadys Kepala Daersh.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagisn Tata Ussha
Pasal 8

Sub Bagisn Tala Usaha mempunysl tugas polook menyelenggara-
kan kegiatan administrasi umum,urusan rumsh tangga, keuang

an, kepegawalsn perlengkspan dan menyusun laporan di ling-
kungan Kantore.

Pasal 9 eevesses
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’Paml 9

Untuk menyelenggaraican tugas pokok tersebut pada pasal 8 Pg
raturan Daersh ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyal fungsi:

as Menyelenggarakan administrasi uvmm §

b. Pelsksanaan pengaturan penyelenggaraan urussn rumsh tang
& i

¢+ Pelaksanasn pengsturan penyelenggarasn kepegawsian dan «
perlengkespan ;

d. Pengadministrasian urussn keuangan,

Paragraf 3
Seksl Data Masukan
Pasal 10

Seksi Dsta Masukan mempunyal tugas pokok menyusun dan memve
rifikasiksn data masukan, mengatur perekaman dan pemeliharg
an data.

Pasal 11

Untuk menyelenggsrakan tugas pokok tersebut pada pasal 10
Seksl Data Masuksn, mempunyal fungsi :

ae Penyusunsn dan verifikasi data masukan ;
b, Pengaburaen perekamsn dan pemelihsraan file data.

Paragraf &
Seksi Pelaysnan Data
Pasal 12

Seksl Pelayanan Data mempunyal tugas pokok menyusun, menys
Jkan pelsysnan data intemal, eksternal, pengoperasian -
pengsmanan teknis perangkst keras dan atan lunak komputer-
serta mengsbur kerjasama teimik,

Pasal 13 T T T T T e Y
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Pasal 13
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Pelayanan Data mempunysi fungsi s

as Penylspan, penyusunsn, penyajian, pengendalisn, pelaya -
nan data internal serta pengoprasian Komputer dan penga-
mansn teknis perangkat keras dan atau lunsk Komputer ;

bs Penyusunan dan penyajm serta pengasburan pelajyanan ekg
ternal ;

¢e Penyusunan rencana pelsaksanaan keglatan kerjasama teknik
dengan unit kerja lain yang mempunysl kaitan fungsionalw
dengan Kantor.

Paragraf 5 :
Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 14
Kelompok Jabatan Fungsional mempunysl tugas pokok melsksang
kan kegliatan kantor secara profesional sesual dengan keahli
an dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) kKdlompok Jabatsn Fungsional di lingkungan kantor mempu~
nysl tugas melalkukan keglatan dalam wewenang tugas po -
kok kantor sesuai dengsn keshlian masingwmasing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimsksud pada -
ayat (1) pasal ini, terdiri dari pransta Komputer dan ~
tenaga Jabatan Fungsional lainnya sesual dengan keahli-
an masing-masing ;

(3) Sesual dengan kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional da~

pat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing-
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional,

(4) Jumlah Jebatan fungsional ditentukan berdasarksn sifat,

Jenis dan beban kerja.

(5) Pesbinasn eeeee

-9 -

| (5) Pembinsan terhadsp jabatan fungsional dilakukan sesusi -

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlsku.

BAB Iv
TATA KERJA
Baglan Pertama
Umnum
Pasal 16

(1) Dalam malaksanakan tugasnya Kepala Kantor Kepala Sub Bagi
gn Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jsbatan fungsio-
nal wajib menerapksn prinsip-prinsip kordinasi, integrasi
dan sinkronisasl sesual dengan tugas pokoknya masing-ma -
Bil}go

(2) Kepala Kantor dalam melsksanakan tugasnya wajib melakukan
kordingsi wvertikal dan horimontal dengan instansi terkait
baik Pusat maupun Daerah,

(3) Dalam meleksanakan tugas, Kepala Kantor wajib mengawasi ~
bawshannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil -
langksh~langkah yang diperlukan atas hubungan dengan Perg
turan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelsporan
Pasal 17
(1) Kepela Eantor memberikan laporan tentang pelzkssnasn tu -
gasnya secara perdodik kepada Walikotamadya Kepala Daersh.

(2) Setiap satuan organisasi dilingungsn kantor wajib mengi~
kuti, memenuhi petunjul~petunjuk dan bertanggung Jawsdb §e
pada atasannya masing-masing serta menylspkan laporan bep
kala tepat pada waktunya.

(3) Setisp lsporan ysng diterima oleh Pimpinan dari bawahan -

wajlb diolsh dan dipergunskan sebagal bshan penyusunan 1a
poran lebih lanjut,

pasal 18 cecssssccens
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Pasal 18

(1) Pranata komputer dan tenaga ﬁmgsional lainnya
berada di bawah dan bertanggunb jawab kepada -
. Kepala Kantor.

(2) Pranata komputer dan’tensga fungdionil  lainnye
dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan
oleh tenaga fungsional senior selaku ketua Ke
lompolke

(3) Kegiatan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini di-
koordinasikan dengan bidang terkait. :

Pasal 19

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi
dan Ketua Xelompok jabatan Fungsional menyampai
kan laporan kepada Tepala Kantor sesuai bidang
tugasnyae

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pagal 20

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha ,cwakili Xepala
Kantor apabila Kepala Kantor berhalangan men
jalanken tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berha
langan pula Kepala Kantor menunjuk salah se
orang Kepala Seksi dengan memperhatikan seni
oritas kepangkatannya.

BAB Y
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

(1) Zepala Zantor diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.

(2) Kepala. Kantor eee

_

1

(2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung
jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan
kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah
dibidang kepegawaian,

(3) Pejabat lainnya dilingkungan Kantor diang
kat dan diberhentikan oleh Pejabat yang ber

wenang sesuai dengan Peraturan perundang -
undangan yang berlaku,

3ABR YI
PRIBIAYAAN
Pasal 22

Pemb:.ayaan Kantor berasal dari Angzaran Pendapa‘l;

an dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain
yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PEYUTUP
Pasal 23

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraman'

Daerah ini sepanjang mengenai telmis pelaksanaan
akan diatur lebih lanjut dengen Xeputusan Waliko
tamadya Kepala Daerahe

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Déerah ini, maka se
gala peraturan yang isi dan materinya bertentang
an dengan Peraturan Daersh ini dinyatakan tidak
berlakue.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

AZar eeee
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Agar supaya setisp oreng depst mengetahuinys, memerintshkan

pengdangsn Peraturen Daersh ini dengan penempstannya da -

lam Lembaren Daerah Kotamadys Dasrah Tingkat II Cirebon.

Ditetephcan di
Pada tanggal

DEGAN PERWAKILAN RAKYAT DASRAH  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TKeII CIREBON TINGKAT II CIREBON

Eetua, '

K-SUH&RIO, Hﬁn

CIREBON
& Juur 1996

tid,
DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN,
Disshian oleh Gubernur Kepala Dacrsh Tingkst I Jawa Barab
dengan Surat Keputusen 3

Nomor 3 188.342/SK 1 Sllmtuk/96
Tenggal s 4 Oktober 1996

Diundengkan Dalam Lembaren Daerah Kotamadya Desrsh Tingksh
II Cirebon 3

‘ziammw 996
Tanggal 1 & X
Tatam : 199
Serde 1 D

SEKRETARLS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON
—— .

Nt s

DRS. He NAHA SURYANA
Peambdna TK.I
RIP. Q30 054 063

PENJELAGSAR

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR ¢ 16 TAHE 199%
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA =

- ELEKTHONIK KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREDOH,

A

B.

PENJELASAH UM :

‘a4 Daersh Pemerintsh rusat dalam hal ini Menteri Dolam HNg

geri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negerd h&
mor 60 Talan 1995 tentang Pedomen Pembentukan Orpganisasd
dmwaaamanmuwm@nMnmnxuwmﬁkhhmmd
Kotamadya Daersh Tingkst Il

mmnmwnmmmm&mm
tusan Walikotamadya Kepala Dacrsh Tingkst II Clrebon Homoy
104 Talun 19%R tentang Pembentukan Organisasi dan Taba Kep
Jja Kantor Pengplshan Data Klekironik Kotamadya Daerah Ting
kat II Circbon dan telsh ditetapkannya pedoman oleh Pene «
rintah Pusat tersebut, maka Pembentukan Organisasl dan T3
umwmmwm di

tebgpkan dengan Peraturan Daerzh.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL @
Pasal 1 aucup Jjeles

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup Jelas

Pasal 4 cuiktup Jelas

Pesal 5 cuap Jelas

Pasal & cucup jelas

Pasal 7 cuap Jelas

Pasel 8 cuicup Jelas

Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 culcup jelas

Pasal 11 gpesessss




Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal
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cukup Jjelas

cukup Jjelas

cukup Jjelas

Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak sg
cara tegas tercantum dalam Struktur Organisasi,
tetapi dari sudut fungsinya harus ada untuk me-
mungkinkan organisasi dapat berjalan melaksana-
kan tugasnya dan ditetapkan sebagian jabatan «
fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan -
ketentuan dan prosedur yang berbeda dengan Pega
wal Negeri biasa.

Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Surat -
Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Agustus-
1991 Nomor 802/29/2570/SJ sebanyak 17 jenis da
pat diberlakukan di Lingkungan Pemerintah di Da=
erah yaitu 3

1. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti ;

2+ Kelompok Jabatan Fungsional Widya Iswara j;

3+ Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Dokter ;

4+ Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Perawat ;

5« Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan ;

6. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial ;

7+ Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluar-
ga Berencana ;

8, Kelompok Jabatan Fungsional Pendata dan Peni

lai Pajak Bumi dan Bangunan ;
9+ Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

10, Kelompok Jabatan Fungsional Dokter Gigl ;
11, Kelompok Jabatan Fungsional Jagawana ;
12, Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis ;
13. Kelompok Jabatan Fungsional Teknisi ;

14, Kelompok Jabatan Fungsional Sandi ;

15. Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman ;

LA A A R 8 2 2 2 Bd
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

.3 w

16+ Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perin
dustrian ; ; _
17. Kelompok Jabatan Fungsional Stabistisi,

cukup jelas
cukup Jjelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup Jjelas
cukup Jjelas
cukup jelas
cukup Jjelas
cukup jelag
cukup Jjelas.




